Menimbang :a.

6' BAWASLU

BADAN PCNGAWAS PEMILIHAN UMUM
Knu;i"rzu DEL!I SERDANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI! SERDANG

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Kabupaten Deli Serdang telah menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

1. Nama - Zakky Shahri.,SH

Nomor KTP +1271180612820001 _
.Dusun lll, Gg.Gembira,Desa Klambir

Alamat
V Kebun, Kecamatan Hamparan
' Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir :‘Medan/06-12-1982
Pekerjaan ‘Wiraswasta
2. Nama :Bayu Sumantri Agung
Nomor KTP :1207281711810001
Alamat :JI.Kemuning Raya 13,

Desa/Kelurahan Lubuk Pakam
Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam,

Kabupaten Deli Serdang.

Tempat/Tgl Lahir :Lubuk Pakam/17-11-1981
Pekegaan :‘Wiraswasta.

dengan laporan bertanggal 17 Oktober 2018 atas Dugaan
Pelanggaran administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan
Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018 tanggal 19 Oktober
2018.

Bahwa Bawaslu Kabupaten ‘Deli Serdang telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut;

a) Syarat formil dan syarat materil.

Tentang Laporan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum

n'.nenegaSkan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (

tertulis dan paling sedikit memuat;

3) disampaikan secara

a) namadanalamat .
b) pihakterlapor, Pelapor.




() Waktu dan tempat kejadianperkara dan
d) uraian kejadian.

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum,
dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu
laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018
Tentang Penyelesaiarh'u Pelanggaran  Administratif

~ Pemilihan Umum, syarat formil Meliputi :

a) ldentitas pelapor yang memuat nama, alamat, nomor
telepbn atau faxmile, dan fotocopy KTP Elektronik atau
surat keterangan dariDinas Kependudukan dan  Catatan

Sipil setempat,

b) Identitas Terlapor yang memuat nama, alamat, dan

kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu,

c) Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang

ditentukan.
Syaratmateril meliputi
a) objek pelanggaran yang dilaporkan:
b) waktu peristiwa;
c) tempatperistiwa;
d) saksi-saksi;
e) bukti lainnya ;
f) uraian dugaan pelanggaran, dan

g) hal yahg diminta untuk diputuskan.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor

kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada intinya berkaitan
denganhal-hal antara lain :

I Tidak diterimanya LADK PILPRES untuk Tim Pemenangan

Pasangan Calon PRABOWO-SANDI oleh KPU

Ka
Deli Serdang ; bupaten




pemantau

iludan
- rta Pemilu,
mempunyai hak Pilih, Pese awaslu

rovinsi B
Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Ptan o
Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, -
' engaw
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Peng

Pemilu”.
pada sefiap tahapan Penyelenggaraan

Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (legal Standlr;g:
' Héébagéi pelapor dalam melaporkan dugaan,pelangg:arat
";t':pada Pemillu Anggota Dewan Perwaklla.m Rakyat,
.‘ :.'Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat |’

i akil
Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan W. |

Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merumuskan
Secara expressis verbis serta secara eksplisit telah mengatur
subjek hukum yang memiliki legal standing untuk

melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan

PengawasPemilihan Umum yakni antara lain:

a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih;

b) Peserta Pemilu, atay
C) Pemantay Pemilu.

Unsur Warga Negara Indonesia Yang mempunyai hak

pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia
ya

kawi
N yang Secarg eXpressis verbis sebagalmana
diatur dalam ketentyan Pa
| sal1 angka 33 dan
e angka 34 dan




ilu anggota
kabupaten/kota, perseorangan untuk pem o
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh pa.da pdan
| i en -
atau gabungan partai politik untuk pemilu Presi

isverbis
Wakil Presiden sebagaimana diatur secara expressisve
. Nomor
dalam ketentuanPasal 1 angka 27 Undang undang

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan

pemantau dalam  penyelenggaraan pemilu yang

teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan
cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur
da'lam keterﬁuan Pasal 436 ayat (1) huruf ¢ Undang-
undang Nomor 7 Téhun 2017 Tentang Pemilihan

“Umum.

Bahwa pelapor atas nama

1) Zakky Shahri,SH, lahir di Medan,pada tanggal
enam,bulan dua belas, tahun seribu Sembilan

‘ratus delapan puluh dua,berumur tiga puluh lima
tahun,beralamat di Dusun ll, Gg.Gembira,Desa
Klambir Vv Kebun, Kecamatan Hamparan
Perak,Kabupaten Deli Serdang,Warga Negara
Indonesia, NIK. 3172033012680009, Ketua Tim
Pemenangan Presiden dan Wakil  Presiden
Nomor Urut 2 atas nama PRABOWO-SANDI, di
Kabupaten Delj Serdang.

»

2) Bayu Sumantri agung, lahir di Lubuk Pakam, pada

nama PRABOWO-SANDI, di
Serdang.




ang
Berdasarkan identitas kependudukan pelapor Yy

n pemiluy,
dimasukan dalam laporan dugaan pelanggara P

unya hak

. ng P
egara Indonesia ya
merupakan Warga Neg . dan

pilih dan memiliki hak hukum (Legal Standing

' an
merupakan Peserta Pemilu sebagai Ketua d

Sekretaris Badan Pemenangan |
Serdang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Pfes:den
H.Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden
H.Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 0003/Kpts/BPP-
PS/SUMUT/IX/2018, tertanggal 19 September 2018,

untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada

Kabupaten Deli

BawasluKabupaten Deli Serdang.

Terlapor

Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Pemilu disebutkan Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran
administrasif Pemilu yaitu :

a. Calon anggota DPR;

b. Calon anggota DPD;

¢. Calon anggota DPRD Provinsi:

d. Calon angdgota DPRD Kabupaten/Kota;
€. Pasangan Calon;

Tim Kampanye;dajn;atau

g. Penyelenggara Pemilu,




| menerima
di Kabupaten Deli Serdang yang bewenzggwo-s/wm
LADK PILPRES Tim Pemenangan PRA

Kabupaten Deli Serdang

d. Tentang WaktulLaporan : dang
Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-un

e m
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umu

ilu
menegaskan “Laporan pelanggaran Pemi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ‘diketahui terjadinya dugaan

pelanggaran Pemilu.

Bahwa, peristiwva dugaan pelanggaran pemilu yang
dilaporkan oleh saudara Pelapor diketahui pada tanggal 08
Oktober 2018 <|1an dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten
Deli Serdang padatanggal17 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor

masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian
atau pemasukan laporan.

|
A

Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, terhadap hasi|

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf

b . mengambil
kesimpulansebagaiberikut:

bahwa Pelapor atas nama Zakky Shahri,SH, dan
Bayu Sumantri Agung merupakan Tj
Pasangan Calon PRABOWO-SAN
Serdang pada Pemjlihan Umum
Presiden Tahun 2019,

dugaan pelanggaran
Kabupaten pgj; Serdang‘

N




bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang
dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten
Deli Serdang telahdisampaikan secaratertulis danmemuat
antara lain:

d. Namadanalamat pelapor,

b. pihakterlapor,

C. waktu dan tempatkejadian perkara,dan

d uraian kejadian,

Selanjufnya sesuai dengan ketentuan Pasal454ayat(4)Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,bahwa laporan yang
disampaikan oleh Pelapor masih dalambataswaktu pelaporan

Mengingat - 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan laporan dugaaan Pelaﬁggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti

dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1)Muhammad
Al Sitorus,S.Ag. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang 2)Asman
Siagian.,SH.,MH., sebagai anggota Bawas!u Kabupaten Deli Serdang. 3)Siharlon
Simbolon.,S.Si. 4)Erina Kartika Sari.,SH. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Delj
Serdang, 5)Aminuddin.,S.Sos.MA sebagai anggota Bawasly Kabupaten Delj Serdang
dan dibacakan dihadapan Pelapor serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tg
24 Oktober 2018. oAl

nggal

Ketua
Dto

(Muhammad Alj Sitorus.,S.Ag)

Anggota
Anggota

Dto

Dto

Siagian.,SH.,MH ,
(Asman Siag ) (Siharlon Simbolon, g Si)

' aY)




Anggota
Dto
(Erina Kartika Sari.,SH)

Salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas Permintaan Bawas]y

Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24
Oktober 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ERUF, .EB‘\NG |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABOFPATEN BELI SERDANG

BOB INDRAWAN, SE
NIP : 19710424 199803 1 005

Anggota
Dto
(Aminuddin.,S.Sos.,MA)




E' BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdangtelahmenerima LaporanDugaan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Umum dari:

1. Nama . Zakky Shahri.,SH
Nomor KTP :1271180612820001 '
Alamat :Dusun Ill, Gg.Gembira,Desa Klambir

V  Kebun, Kecamatan Hamparan
o Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir :Medan/06-12-1982

Pekerjaan ‘Wiraswasta
2. Nama :Bayu Sumantri Agung
Nomor KTP :1207281711810001
Alamat :JI.Kemuning Raya 13,

Desa/Kelurahan Lubuk Pakam
Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang.

Tempat/Tgl Lahir :Lubuk Pakam/17-11-1981

Pekerjaan :Wiraswasta.
Selanjutnya disebut sebagai - PELAPOR
MELAPORKAN

Komisi Pemilihan  Umum Kabupaten Delj Serdang yang

berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera ‘Utara, Tlp. 061-

7952694, Fax. 061 - 7956368, selanjutnya disebut sebagai

————————

TERLAPOR

dengan laporan bertanggal 17 Oktober 2018,dan dj
buku registrasi

catat dalam

-
------------

-
e, ————

Telah membaca Laporgp, Pelapor:
Mendengar Keterangap, Pelapor-:
Mendengar Jawaban Terlan....

=




b)

' o kti-
Memeriksa gan mempelajari dengan seksama segala bu

bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. uraian Laporan Pelapor.

1) Bahwa pada hari rabu tanggal 19 September 2018

Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO — SANDI
menyerahkan SK Tim Kampanye Pemenangan
PRABOWO - SANDI ke KPU Kabupaten Deli
Serdang bagian Parmas dan diterima oleh Wiwin
Azmi Harahap (Staf/ I#é’gawéi KPU Kabupaten Deli
Sérdang). a8,

2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018
Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO - SANDI
menyerahkan LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Delj
Serdang namun KPU Kabupaten Deli Serdang

meminta Kroniologis  terlebih dahulu  sebelum
menerima LADK Pilpres.

3) Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Tim
Kampanye - Pemenangan PRABOWO _ SANDI
menyerahkan  Desain APK  Tim Kampanye

Pemenangan PRABOWO - SANDI namun tidak
diterima.

undang Nomor 7 Tahuﬁ' 2

pmum disebutkan "Ea‘sangan Calon
Kampanye Tingkat - pys.
. i




6) Bahwa Penetapan Calon Presiden dan Wakil
Presiden ditetapkan pada tanggal 20 September
2018,

7) Bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo -
Sandi Tidak Pernah mendapatkan Sosialisasi terkait
dengan LADK oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.--—

Berdasarkan alasan - alasan térsebilt diatas, mohon kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang untuk menerima LADK Pilpres Tim Kampanye
Perﬁenangan Prabowo - Sandi Kabupaten Deli Serdang.

2. Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang agar
melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara
ﬁirosedur,‘ atau mekanisme sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan.

3. Memerintah" Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan
Badan Pengawas Pemily Kabupaten Delj Serdang.-------

2. Bukti-bukti Pelapor
Untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya Pelapor dalam
laporannya telah mengajukan bukti. sebanyak 11(sebelas) bukti

Dokumen yang telah negazelen dan diberi tanda P-1 sampaj
dengan P-11 yang di uraikan sebagai berikut -

T —————

Tanda Bukti Jenis Alat Bukti Keterangan

(P)

Printnan LADK Pilpres, Bukti inj menerangkan Informas;i

bahwa Tim

P-1 !
. Pilpres
untuk Penyampaian ke KPU

: Kabupaten peji Serdang
MEUERESESY T NPWP ['Bukti in; menerangkan Informag;

3

iy prabowo — Sandi, gahwa ~Tim Kampanye
) emena_ngan Prabowo - Sang
K‘L—/J Sudah Input ke dalam Aglika% @




ebagai lampiran

idakam dan s _
E;nyampaian DK Pl(;pires ke

(abupaten Deli Serdang. __
e nerangkan Informasi

Printnan
RKDK
Prabowo — Sandi

Rekening | Bukti ini. me
Pemenangan | bahwa "'

Tim kampanye

nan ' — Sandi
Pemenangan Prabowo
telah membuka Rekening RKDK

3 P-3
sebagai lampiran Penyampaian
LADK Pilpres ke KPU Kabupaten
Deli Serdang. ’
Printnan Bukti Setoran Bukti ini menerangkan Informasi
bahwa" Tim kampanye
Pemenangan Prabowo — Sandi
4 P4 telah membuka Rekening RKDK
sebagai lampiran Penyampaian
LADK Pilpres ke KPU Kabupaten
Deli Serdang. :
Printnan Pengelola | Bukti ini menunjukkan bahwa Tim
Rekening Dana | Kampanye- :. Pemenangan
Kampanye Badan | Prabowo —Sandi telah membuat
Pemenangan Prabowo - | Pengelola Rekening Dana
5 P-5 Sandi Kabupaten Deli | Kampanye Badan Pemenangan
Serdang. Prabowo - Sandi sebagai
lampiran  penyampaian LADK
Pilpres ke KPU Kabupaten Deli
Serdang.
Printnan SK  Badan | Bukti ini menunjukkan bahwa Tim
Pemenangan Prabowo — | Kampanye Pemenangan
Sandi Kabupaten Deli | Prabowo — Sandi sudah memiliki
i P.6 Serdang. SK Badan Pemenangan Prabowo
-Sandi dan sudah diserahkan ke
KPU Kabupaten Deli Serdang
bagian- Parmas pada hari Rabu
. . tanggal, 19 September 2018.
Prinatnan Kronologis. Bukti ini menunjukkan bahwa Tim
Kampanye Pemenangan
i P-7 Prabowo - ‘Sandi menyerahkan
Kronologis sesuai permintaan
KPU Kabupaten Deli Serdang.
Printnan  Desain  APK | Bukti ini menunjukkan bahwa Tim
Tim Kampanye | Kampanye Pemenangan
Pemenangan Prabowo — | Prabowo — Sandi menyerahkan
. P.8 Sandi. Desain APK ke KPU Kabupaten
Deli Serdang pada hari Senin
tanggal 08 Oktober 2018, ditol
dengan alasan LADK Pj| : pak
= T diterima. RIS AR
otocopy Tanda Terima | Bukti ini A
canvampalan. ‘8K Tin K:r’:;) ;nr:yrzenunjukkag bahwa Tim
Kampanye Pemenangan | Prabowo - g emenangan
Prabowo - Sandi dan menyampaikan T telah
Model K1-TK dan Model Kampanye SK Tim
K1-PK_Tim Kampanye | Prabowa - sangi . Menangan
3 P-9 Pemenangan Prabowo — | TK  gap andi dan Mode| K1.
Sandi Kabupaten Deli Kampanye Model K1-PK Tim
Serdang. Prabowoy _ Pemenangan
Serdang kepags K UPaten Deli
agian paroo2 KPU Kabupaten
E‘:‘—Eﬂ)’_—’ Printnan " Percakapan




11

P-11

vvnat'sApp terjadi percakapan  mengenai

Desain APK  Pilpres Tim
Kampanye Pemenangan
Prabowo — Sandi pada Tanggal
06 Oktober 2018 antara Frandy
Fraya Ranas dengan Wiwin Azmi

Harahap.

Fotocopy Tanda Terima | Bukti ini menunjukkan bahwa Tim

Desain  APK | Kampanye Pemenangan

Pilpres  Tim Kampanye | Prabowo — Sandi Kabupaten Dell
Pemenangan Prabowo — Serdang' telah menyampaikan

Kabupaten Deli | Materi Desain APK Pilpres Tim

Serdang, ‘ Kampanye Pemenangan

Prabowo — Sandi Kabupaten Deli
Serdang- pada Tanggal 17
Oktober 2018 kepada KPU
Kabupaten Deli Serdang bagian
Parmas dan diterima oleh Wiwin
Azmi Harahap.

3. keterangan saksi dan ahli yang diajukaﬁ Pelapor

Bahwa pada sidang Pemeriksaan ke 2 pada tanggal
29 Oktober 2019, Majelis Pemeriksaan menjadwalkan
Sidang ke 3 dengan ag_é_nda% Pemeriksaan Saksi dari
Pelapor dan Terlapor,;?ﬁgérﬁﬁn sebelumnya Majelis
Pemeriksa menanyaké'h : jfe?lebih dahulu berapa
jumlah saksi yang akan dihadirkan ‘oleh Pelapor dan
juga oleh Terlapor kemudian juga Majelis Pemeriksa
menanyakan kepada Pelapor dan Terlapor apakah
akan menghadirkan ahli atau tidak, namun Pelapor
menyatakan bahwa terhadap Laporan Pelanggaran
administrasi dengan nomor regitrsasi
'01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X12018. yang dilaporkan
oleh Pelapor, Pelapor tidak mengajukan saksidan
secara tegas juga Pelapor tidak mengajukan ahlj ;-----

Bahwa pada sidang pemeriksaan ke -3 pada taggal
30 Oktober 2018, dengan agenda sidang
pemeriksaan bukti dari Pelapor dan Terlapor, akan
tetapi  sebelum Pemeriksaan bukti-bukti  dimulaj
Majelis Pemeriksa kembali menanyakan kepada
Pelapor selain mengajukan bukti tertulis apakah ada
mengajukan Saksi dan ahli terhadap Laporan
Pelanggaran administrasj dengan nomor regitrsasi
o'1(LP/PP/AD M/Kab/02, 1 2/X/2018, yang dila porkan




Pelanggaran administrasi dengan nomor regitrsasi
01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018,  Pelapor  tidak
mengajukan saksi dan juga tidak mengajukan ahli.---

4. uraian jawaban Terlapor

Dalam  kedudukan sebagai TERLAPOR dengan ini
menyampaikan jawaban atau tanggapan atas laporan
dugaan pelanggaran  Administrasi  Pemilu Nomor
01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang tersusun sebagai
berikut :

- Bahwa pada pokoknya Laporan Pelapor adalah mengenai
Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu
tidak diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
Tim Kampenye PRABOV\’I'Y_O}SALNDI Kabupaten Deli
Serdang pada tanggal 27 :Sep:télr’r{b‘;ar 2018,

- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah
diperbaharui dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018,
tanggal penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK) adalah tanggal 23 September 2018 paling lama
pukul 18.00 WIB, dan masa perbaikan LADK adalah mulai
tanggal 23 s/d tanggal 27 September 2018 paling lama
pukul 18.00 WIB, serta masa pengumuman LADK adalah

pada tariggal 28 September 2018;

-Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Terlapor
telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan
UU Nomor 7.tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor
24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor
34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,
kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor:
1126/PL.01.6-KpU03/KPU/IXI2018 tanggal 19 September
2018 Tentang Pedoman' ' Tekpis  Pelaporan Dana

- Kampanye Pemilihan Umym:-. — -




terhadap Semua peraturan yang berkaitan dengan
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019
kepada semua partai poliik dan partai politik koalisi
masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden yang
berada di Kabupaten Deli Serdang,‘ dengan rincian

sebagai berikut:

1)

3)

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang Nomor:  2348/PL.01.6-Und/1207/KPU-
Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang
Undanban Sosia(is’asi’. Bimbingan Teknis Aplikasi
Dana Kémpanye ‘Peéé.rfé:."Pémilu Tahun 2018;
Selanjutnya disebut dengan bukti ~-==---------==-T-2 :
Daftar Hadir Bimbingan Teknis Aplikasi Dana
Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, yang
diadakan pada tanggal 15 September 2018, Pukul
09.00 sd selesai, bertempat di Wing Hotel
Kualanamu, dimana Partai Politik yang juga
merupakan partai koalisi pemenangan masing-
masing Calon Presiden untuk tingkat Kabupaten
Deli Serdang hadir péda acara tersebut, dibuktikan
dengan daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan
bukti T-3

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang  Nomor: 2394/PL.02.5-SD/1207/KPU-
Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang
Pemberitahuan Penyampaian LADK Partai Politik

yang juga merupakan partai koalisi pemenangan
masing-masing Calon Presiden untuk tingkat
Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut
dengan bukti - T-4 .

'

- Bahwa pada tanggal 23 Septernber 2018, Terlapor

melakukan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye

Peserta Pemilu Tahun 2019, muylaij pukul 08.00 sampaij

dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di aula Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Delj Serdang, dibuktikan
dengan adanya daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan

bukti




Kampanye (LADK) 16 (enam belas ) Partai Politik Peserta
Pemilu 2019, namun tidak ada satupun Laporan Awal
Dana Kampanye dari Tim Kampanye Calon Presiden dan
Wakil Presiden dari Nomor Urut 01 dan 02, dibuktikan
de“gan Tanda Terima, selan]utnxa disebut dengan ---T-6 ;
. | | w

- Bahwa sesuaj dengan Pasal 40 PKPU Nomor 24 Tahun ‘
2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum \
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34
Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Dana Kampalnye Pemilihan Umum, pada \
tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 September 2018, \
Terlapor melakukan penerimaan Perbaikan Laporan Awal (
Dana Kampanye Peserta Pe.r'nilu Tahun 2019, mulai pukul )
09.00 sampai dengan pukul 18.00'WIB, bertempat di aula 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, i
|

dibuktikan dengan adanya daftar hadir. Selanjutnya
disebut dengan bukti T-7;

- Pada ténggal 27 September 2018 pukul 17.15 WIB, “
Narahubung (LO) Partai Gerindra atas nama Frandy . '
Fraya datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli '
Serdang untuk menyerahkan LADK Tim Kampanye
PRABOWO-SANDI Kabupaten Deli Serdang, tetapi ditolak
oleh KPU Kabupaten Deii éerdang Penolakan  ini
dikarenakan: penyerahan LADK sudah melewati batas
waktu yang ditentukan, dan LO Pelapor menyerahkan
LADK awal bukan perbaikan, sedangkan waktu ‘
penyerahan adalah tahapan penyerahan perbaikan Hal ini |
dibuktikan dengan Kronologis. Selanjutnya  disebut
dengan Bukti T-8;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Delj Serdang
memberikan  Berita Acara  Nomor: 526/PL.02.5-
BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018
tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Yang
Disampaikan Oleh Tim Kampanye Calon Presiden Dan
Wakil Presiden Republik Indonesia Dij Tingkat. Kabupaten
Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda
Terima KPU Kabupaten Delj Serdang Pada tanggal ((ﬂ \
Oktober 2018. Selanjutnya disebut dengan bukti-----T . . \»@

BADAN PENGAWNY
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- Bahwa Pglapor menyerahkan desain Alat Peraga
kampanye (APK) Paslon Nomor urut 02 kepada Terlapor
Pada tanggal 8 Oktober 2018, namun sebelumnya
Terlapor tidak pernah menerima daftar nama Tim
kampanye Paslon Nomor urut 02, sehingga jelas Terlapor
menolak Desain APK tersebut karena tidak jelas dasar
hukumnya berupa Surat keputusan siapa yang memiliki
kewenangan untuk menyerahkan Desain APK kepada
Terlapor penyérahan tersebut dianggap tidak resmi
karena tidak didukung dengan legalitas Tim Kampanye;--

- Bahwa seharusnya Pelapor menjadikan Berita Acara
Nomor: 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal
29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal
Dana Kampanye Yang Disampaikan Oleh Tim Kampanye
Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di
Tingkat Kabupaten Deli Serdang sebagai o'bjek sengketa
proses Pemilu Tahun 2019 bukan sebagai objek laporan

dugaan pelanggaran administrasi: Pemilu 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Edafan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal
28 September 2018 Perihal Penyampaian LADK,
disampaikan bahwa peserta Pemilu yang tidak
menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas
waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 PKPU Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34 |

Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun :

2018 Tentang Dana' Kampanye Pemilihan Umum. Oleh f '
karena itu KPU harus membuat Berita Acara §

Keterlambatan Penyerahan LADK. Berita Acara tersebut i

diserahkqn kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
Presiden Nomor 01 dan 02, Selanjutnya disebut dengan
bukti-------- T-10;

Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam . |
jawaban atas pokok Laporan Pelapor, Terlapor moh nfﬁ‘ﬁm
kepada Badan Pengawas Remilihan Umum Kabupaten k\@

|



5.

Deli Serdang untuk menjatuhkan keputusan sebagai
berikut

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang (Terlapor) telah memenuhi prosedur atau
mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan Pélaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
Tahun 2019;

2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak patuh pada
Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Laporan
Awal Dana Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU
Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU
Nomor 24 Tahun 2018 _Te"ntang Dana Kampanye
Pemilihan Umum dan_uﬁ'tﬂk itu dimohonkan kepada

Majelis Pemeriksa Iapo'rénfr'untuk memerintahkan

Pelapor membuat surat pernyataan untuk mematuhi
semua Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun
2019 agar Terlapor dapat menerima Penyerahan
Keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pelapor,
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat
lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

boro).

bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatakan jawaban atau tanggapan dari
Pelapor maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak
10(sepuluh) dokumen yang telah di nagazelen dan telah
diberitanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan T-10 yang di
uraikan sebagai berikut :

NO

Tanda Bukti(T)

T-1

Jenis Alat Bukti Keterangan

Fotokopi Tanda terima | Alat™ bukti T-1 membuktikan
Berita Acara Komisi | bahwa Tim Kampanye Capres
Pemilihan Umum | dan Cawapres Nomor 02 sudah
Kabupaten Deli | menerima Berita Acara Nomor
Serdang  Nomor 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-

10
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v26/PL.02.5-

BA/1207/KPU-
Kab/IX/2018
Berita

tentang
Acara
LADK

sampaikan

Penerimaan
yang di

tim kampanye
dan

oleh
calon Presiden
Wakil  Presiden R
tingkat Kabupaten Deli
Serdang, - '

Kab/IX/2018 pada tanggal
Oktober 2018

Bppee
i

2

Alaf::t;ul’l(‘;ti T-2 membuktikan

Pemilu Tahun 2019,
yang diadakan pada
tanggal 15 September
2018, Pukul 09.00 sd
selesai, bertempat di
Wing Hotel
Kualanamu, dimana
Partai Politik yang juga
merupakan partai

koalisi  pemenangan

masing-masing Calon

11

< =2 Fotokopi Surat -Komisi
Pemilihan ‘Umum | bahwa terlapor sudah
Kabupaten Deli | melakukan sosialisasi berkaitan
Serdang Nomor: | dengan laporan dana kampanye
2345/PL.01.6- kepada seluruh Partai Politik
Und/1207/KPU- Peserta Pemilu Tahun 2019
Kab/IX/2018 tanggal | Kabupaten Deli Serdang,
13 September 2018 | dimana pelapor sebagai partai
tentang Undangan | pengusung pasangan calon
Sosialisasi | Presiden dan Wakil Presiden
Bimbingan Teknis | nomor urut 2 turut hadif dalam
Aplikasi Dana | acara Sosialisasi tersebut;
Kampanye Peserta
Pemilu Tahun 2019

3 T-3 Fotokopi Daftar Hadir | Alat bukti T-3 membuktikan
Bimbingan Teknis | bahwa terlapor sudah
Aplikasi Dana melakukan sosialisasi berkaitan
Kampanye Peserta | dengan laporan dana kampanye

kepada seluruh Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019
Deli
c}iimana pelapor sebagai partai

KabUpa’tgn Serdang,

pengusung pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden
nomor urut 2 turut hadir dalam

acara Sosialisasi tersebut;

e @
{5
e

~
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-

Presiden untuk tingkat

Kabupaten Deli
Serdang hadir pada
acara tersebut,
dibuktikan dengan o
daftar hadir '! o :
T-4 Fotokopr Sural Komist | Alat bukti 1-4  membukiikan
Pemiihan ~ Umum | bahwa terlapor tefah proakt'ff
Kabupaten Deli | menyampaikan infoumast
Serdang Nomor: | tentang ~ waktu penerimaan.
2394/PL.02.5- LADK kepada seluruh partal
SD/1207/KPU- politik peserta pemilu  tahun
Kab/IX/2018 tanggal | 2019
19 September 2018
tentang
Pemberitahuan '
Penyampaian  LADK
Partai Politik yang juga
merupakan partai
koalisi pemenangan
masing-masing Calon
Presiden untuk tingkat
Kabupaten Deli
Serdang
T-5 Fotokopi Daftar hadir | Alat Bukti T-5 membuktikan
Penerimaan Laporan | bahwa Pimpinan Partai Politik
Awal Dana Kampanye | dan“Penghubung semua Partai
Peserta Partai Politik | Politik - Peserta Pemilu 2019
Peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Deli
Serdang, termasuk terlapor
hadir pada saat penyerahan
LADK Partai Politik Peserta
‘ Pemilihan Umum Tahun 2019
T-6 Fotokopi tanda terima | Alat bukti T-6 Model TT

Laporan Awal Dana

Kampanye Pemilihan

Umum Anggota
DPR/DPRD
Provinsi/DPRD
Kabupaten

PENERIMAAN LADK-PARPOL
membuktikan bahwa hanya 16
partai politik yang menyerahkan
laporan LADK sedangkan Tirﬁ
kampanye Capres Nomor 1 dan

12
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Nomor; 526/PL.02.5-
BA/1207/KPU-

Kab/IX/2018 tanggal
29 September 2018
tentang  Penerimaan
Laporan Awal Dana
Kampanye
Disampaikan Oleh Tim
Kampanye Calon
Presiden Dan Wakil
Presiden Republik
Indonesia Di Tingkat

Kabupaten

Yang

it
o

T
| Serdang Tahunzo7s | Laporan LADK sampa tanggj
] 73 Septémber 2018
lt  Fotokop! Daftar Hadir | Alal bukii T-7 adalah daftar
Penerimaan  LADK- | hadir ~ Penerimaan  LADK-
Perbaikan Partai | Perbaikan Partai Politik Peserta
Politik Peserta Pemilu | Pemilu  tahun 2019  yang
Tahun 2019 pada hari | membuktikan bahwa
Minggu, mulai pukul | penghubung ~ Capres  dan
09.00 sampai dengan | Cawapres nomor 2 hadir untuk
pukul  18.00 WIB, | menyerahkan perbaikan
bertempat  di" aula | sedangkan di awal penyerahan
Kantor Komisi | LADK penghubung Capres dan
Pemilihan Umum | Cawapres tidak hadir
Kabupaten Deli
Serdang
T-8 Fotokopi _ Kronologis | Alat bukti T-8 membuktikan
Tim Kampanye Capres | bahwa pelapor baru membuka
dan Cawapres, yang |rekening  khusus dana
telah dinagezelen di | kampanye tertanggal 24
kantor pos setempat september 2018, dan buku
rekening baru di terima tanggal
27 september 2018, sedangkan
penerimaan  LADK  adalah
tz;nggal 23 september 2018
paling lama pukul 18.00 wib
T-9 Fotokopi Berita Acara

BADAN PENGAWAS
PEMIUMA



 [Serdang —

10 | Fotokopi Surat Edaran | Alat bukti 1-10 membuktikan
KPU-Republik bahwa Terlapor menerima Surat il
Indonesia Nomor: | Edaran dari KPU Rl yang B [
1149/PL.01.6- digunakan sebagai dasar untuk :
SD/03/KPU/IX/2018 menindaklanjuti Peserta Pemilu

tentang Penyampaian | yang belum menyerahkan LADK

LADK |

6. keterangan saksi dan ahli yang diajukan Terlapor
Bahwa pada sidang Pemeriksaan ke-2 pada tanggal
29 Oktober 2019, Majelis Pemeriksaan menjadwalkan ’ |

Sidang ke 3 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari
Pelapor dan Terlapor, namun sebelumnya Majelis

Pemeriksa menanyakan terlebih dahulu berapa
jumlah saksi yang akan dl;h:adirkan oleh Terlapor j,
kemudian  juga Majehs Pemerlksa menanyakan l
Terlapor apakah akan menghad|rkan ahli atau tidak,

namun Terlapor menyatakan bahwa terhadap ,
Laporan Pelanggaran administrasi dengan nomor
regitrsasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang
dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor tidak mengajukan
saksi dan secara tegas juga Terlapor tidak

mengajukan ahli ;

Bahwa pada sidang pemeriksaan ke -4 pada tanggal
- 30 Oktober 2018, dengan agenda sidang
Pemeriksaan bukti-bukti dari Pelapor dan Terlapor,
akan tetapi sebelum Pemeriksaan bukti-bukti dimulai
Majelis Pemeriksa kembali menanyakan kepada
Terlapor apakah akan mengajukan Saksi dan ahli
terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan
nomor regitrsasi 01/LPIPP/ADMIKab/02.12/X/2018,
yang dilaporkan oleh Pelapor, namun Terlapor
kembali menyatakan untuk yang kedua kalj nya
bahwa terhadap Laporan. Pelanggaran administrasi
dengan Dengan Nomor Register nomor registrasi
01/LP/PP/ADM/Kab/0’) 12/X/2018 Terlapor  tidak

mengajukan saksi dan ' Juga tidak mengajukan ahlj. -

| :
[ !y
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& Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :
a. Kesimpulan Pelapor pada po

hal-hal sebagai berikut :

Pelapor dalam Persidangan. dugaan Pelanggaran
Umum Nomor Register

koknya menerangkan

administratif Pemilihan
:01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, tidak mengajukan
Kesimpulan secara tertulis, meskipun sudah di minta
oleh Majelis Pemeriksa pada sidang ke-3, tanggal 30
Oktober 2018, namun Pelapor menyampaikan secara

lisan bahwa Pelapor tetap péda Laporannya.

b. Kesimpman Terlapor 'péda'-jépkoknya menerangkan

hal-hal sebagai berikut :
Terlapor dalam Persidangan dugaan Pelanggaran
administratif Pemilihan Umum Nomor Register
:01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018,yang dilaporkan
oleh Pelapor tidak mengajukan Kesimpulan secara
tertulis, meskipun sudah di minta oleh Majelis
Pemeriksa pada sidang ke-3, tanggal 30 Oktober
2018, setelah Majelis Pemeriksa meminta kesimpulan
dari Pelapor, namun Terlapor menyampaikan secara
lisan bahwa Terlépor tetap pada

Jawaban/Tanggapannya.

8. pertimbangan Mejelis Pemeriksa:
a) Berdasarkan laporan  Pelapor dan  jawaban
Terlapor,serta bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan,

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Sekretaris
Badan Pemenangan Kabupaten Del Serdang
Pasangan Calon Presiden H.Prabowo Subianto.

dan Calon Wakil ~ Presiden  H.Sandiaga
Salahuddin Uno-: dalam Pemilihan umum
Presiden dan Wakil Présiden Tahun 2019, yang
mempunyai kewenangan untuk menyerahkan
Laporan Awal Dana Kampanye Kepada

Terlapor ( Bukti P-5)

- Bahwa pada pokoknya dugaan Pelanggara

adm'nistratif ya“ i ell P
h g dllaporkan Ol E|ap r
e ——

%
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adalah mengenai Laporan Awal Dana Kampanye
yang tidak diterima oleh Pelapor untuk Pasangan
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Nomor Urut 02, atas nama H.Prabowo Subianto.
dan Calon H.Sandiaga Salahuddin Uno, pada
tanggal pada tanggal 27 September 2018 ;------

Bahwa Pelapor sebagaimana dibuktikan telah
mempersiapkan  segala persyaratan yang
dimintakan oleh Terlapor mulai dari Model LADK
1 = PILPRES, Model LADK 2 — PILPRES, Model |
LADK 3 - PILPRES, Model LADK 4- PILPRES,
Model LADK 5 - PILPRES, dan Model LADK 6 —
PILPRES. (Bukti P-1) ; i

Bahwa pada tanggal 27 September 2018,
Relép_qr telah menyerahkan LADK Pilpres il
kepada Terlapor, namun Terlapor meminta S
Kronologis terlebih dahulu sebelum menerima _ |
LADK Pilpres dari Pelapor, sebagaimana di akui i
oleh Terlapor dalam jawaban/tanggapannya ;-----
(Bukti P-7 dan Bukti T-8) ;

Bahwa pada hari rabu, tanggal 19 Oktober I
2018, Pukul 16.52 WIB Pelapor sudah 1
menyerahkan SK Tim Kampanye Model K1- }‘
TK.Kab.Deli Serdang Kepada Terlapor melalui “
Staf Operator SiPARMAS, ic Wiwin  Azmi
Harahap, SH.-----eeeeeni.. (Bukti P-9) ;

3

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Pelapor
datanag Ke kantor Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Deli Serdang  untuk
menyerahkan desain Alat Peraga kampanye
(APK) Paslon Nomor urut 02 kepada Terlapor,
namun Terlapor menolak desain Alat Peraga
kampanye (APK) Paslon Nomor urut 02 yang
akan diserahkan oleh Pelapor, dikarenakan
Pelapor tidak menyerahkan Laporan Awal Dang

Kampanye Paglon Nomor urut 02, se

Pelapor baru men
16
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Calon dan tim kampanye kepada KPU paling
lama 14(empat belas) hari setelah Pasangan

Calon ditetapkan ;

Bahwa penetapan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum
Tahu.nl 2019 adalah tanggal 20 September 2018,
sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Tentang
tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di
ubah dengan  Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang tahapan,
program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 dan terakhir kali dirubah
dengan Peraturan K_Qmisi Pemilihan Umum
Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan ke
dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2017, Tentang tahapan,
program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 ;

Bahwa ketentuan dari pasal 334 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
dapat dimaknai terhaqap semua tingkatan,
hal tersebut bersesuaian dengan surat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor:  §-1623A/K.BawasIu/PM/00.00/x/2018,
perihal  Pengawasan : Laporan Awal  Dana
Kampanye(LADK) Peserta Pemilu, tertanggal 02
Oktober 2018, pada angka (2) disebutkan *
Peserta Pemilu wajib memberikan LADK dan
Rekening  Khusus Dana Kampanye(RKDK)
kepada Komisj Pemilihan  Umum sesuaj
tingkatannya sebagaimana diatyr dalam pasg]
334 Undang~undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, paling lambat : |

b o )




Oktober 2018, Laporan Awal Dana Kampanye |

Nomor urut 02 tidak diterima oleh terlapor
Bahwai pada tanggal 17 Oktober 2018 Teriapor
menerima materi desain alat peraga kampanye il
Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Pelapor untuk \‘
ﬁaslon Nomor urut 02, dibuktikan dengan tanda |
terima yang dikeluarkan oleh Terlapor dengan 18
Nama Tim Kampanye Capres & Cawapres:
Prabowo-Sandi, Nomor urut Paslon Capres & It

Cawapres :Il , tertanggal 17 Oktober 2018,--------
(Bukti P-11).

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
Pemeriksa menilai dan berpendapat:
Bahwa pasal 95 huruf b Undang-undang Nomor

7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa,

mengkaiji, dan memutus pelanggaran

administrasi Pemilu ;

Bahwa Pelapor dalam lTaporannya yang diterima
oleh Bawaslu Ka'b'upéten Deli Serdang dan
teregister dengan, Nomor

01/LPI.PP/ADM/Kat')/.02.i_ZS/XIZQ_1B, melaporkan
dugaan Pelanggara.n Administratif Pemilu yang

dilakukan oleh Terlapor :

Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf b Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, maka Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus

Laporan Pelapor nomor
101/LP/PP/ADM/Kab/02.,1 2[X/2018 -

Bahwa pasal 334 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum,
meyebutkan  Pasangan  Calon dan  Tim
Kampanye di tingkat Pusat waijib memberikan
laporan awal dang kampanye Pemily

rekening khusus dana kampanye Pasangdn K\é
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" a) 14(empat belas hari) setelah Pasangan

Calon ditetapkan sebagai Peserta

PemiluPresiden dan Wakil Presiden
oleh KPU bagi Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden ;-------------

Bahwa pada tanggal 27 September 2018,
Pelapor hadir di Kantor sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
bermaksud menyampaikan Laporan Awal Dana
Kampanye(LADK) Uhtuk pasangan Calon Nomor
urut 02, namun terléﬁéf tidak menerimanya ;-
! v e
Bahwa tanggal 27 September 2018, adalah
tanggal yang masih dibenarkan  untuk
menyampaikan Laporan Awal Dana
Kampanye(LADK) Peserta Pemilu, berdasarkan
ketentuan pasal 334 Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum oleh
karenanya Terlapor dapat menerima Laporan
Awal Dana Kampanye(LADK) untuk pasangan
Calon Nomor urut 02  yang disampaikan oleh

Pelapor ;

Bahwa pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana
kampanye Pemilihan Umum,sebagaimana telah
diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 34 Tahun 2018 menyebutkan :-----
(1) KPU memberikan Pelayanan pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilu dan/atau

Tim Kampanye :

+ (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas konsultasi ‘=---ce--.__
a. Tatap muka j----e--eereeeeeee .
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Namun hal tersebut tidak dilakukan secara
maksimal oleh Terlapor kepada Pelapor,
sehingga Pelapor tidak memahami seutuhnya |
tentang penyampaian Laporan Awal Dana i

Kampanye :

Bahwa bukti yang di ajukan oleh Terlapor yang
ditandai dengan Bukti'T-2, T-3, T-4 dan T.5,
membuktikan bahwa, - Terlapor  melakukan

sosialisasi ;Lapora:n;: Awal Dana
Kampanye(LADK) terhadap Partai Politik : -------

C) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil

kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Pelapor mempunyai  kewajiban  untuk
menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Kepada
Terlapor sesuai dengan keténtuan pasal 37 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Ur_num Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Dana Kampanj}é, sebagaimana telah
diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 34 Tahun 2018 :

2. Bahwa Pelapor tidak mendapatkan sosialisasi secara
maksimal dari Terlapor terkait Laporan Awal Dana
Kampanye(LADK)Pilpres untuk Pasangan Calon Nomor
Urut 02, sosialisasi yang dilakukan oleh terlapor hanya
sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye(LADK)
terhadap Partai Politik peserta Pemilu :

3. Bahwa kehadiran Pelapor‘di-Kantor sekretariat Komis;j
Pemilihahan Umum Kabupaten Deli Serdang pada
tanggal 27 September 2018, yang  bermaksug
menyampaikan Laporan Awal dana Kampanye Pilpres
untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah waktu
yang masih dibenarkan untuk menyampaikan Laporan
Awal Dana Kampanye(LADK) Peserta Pemily,
berdasarkan ketentuan pasal 334 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum | dan
bersesuaian dengan Surat Badan Pengawas Pemilihg

 Umum Republik Indonesia Nomor:
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1623A/K.BawaslulPM/O0.00IX/2018, perihal
Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK)
Peserta Pemily, tertanggal 02 Qkfober 2018 -

Bahwa Terlapor tidak mlcarﬁﬁér;jka:n kesempatan kepada
Pelapor untuk menyampaikan Laporan Awal Dana
Kampanye sesuai dengan Waktu yang di tentukan oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme ;

2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan
perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk - menerima LADK
pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02,
atas nama H.Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno Kabupaten
Deli Serdang; .

4. Memenntahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan
putusan ini paling lambat 3(tiga) han Kerja sejak Putusan ini dibacakan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu
Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Asman Siagian.,SH.MH., sebagai Ketua Majelis
Pemeriksa, 2) Muhammad Ali Sitorus,S.Ag, sebagai anggota majelis Pemeriksa,
3)Siharlon Simbolon.,S.Si. sebagai anggota majelis Pemeriksa , 4)Erina Kartika
Sari. SH. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5)Aminuddin.,S.Sos.MA, sebagai
anggota majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Delj
Serdang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal 05 November 2018. )
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Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Ketua
dto
(Asman Siagian.,SH.,MH)

Anggota Anggota

dto dto

(Muhammad Ali Sitorus.,s.Ag) (Siharlon Simbolon., S.Si)

Anggota Anggota

dto dto

(Erina Kartika Sari.,SH) (Aminuddin.,S.Sos.,MA)

Salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan Bawaslu Provinsi Sumatra
Utara pada tanggal 0S November 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

a BADAGPENGAWAS%EM!C\T!AN UMUM

KABUPRHR REHRAWANSSE

NIP : 19710424 199803 1 005




